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Menimbang :

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN

NOMOR : %738 /PAN/SK/11/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata
dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI agar lebih efisien, efektif transparan
dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat,
maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
Bahwa memperhatikan hasil evaluasi dan saran / masukan dari Para
Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar, maka dipandang perlu
untuk segera dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional
Prosedur yang sudah berlaku dilingkungan Kepaniteran Mahkamah
Agung RI;

Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, pelu ditetapkan Surat
Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI tentang penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP);

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
018/KMA/SK/III/2006  tentang Organisasi dan Tata Laksana
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
214/KMA/SK/XI11/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada
Mahkamah Agung RI;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat

peradilan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus
menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan

organisasi;

Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi:

1. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

2. Hasil kegiatan monitoring disusun dalam suatu laporan yang
terstruktur dan sistematis serta dilaporkan kepada Panitera Mahkamah
Agung RI untuk dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi Standar

Operasional Prosedur (SOP);

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 November 2022

PA RA MAHKAMAH AGUNG RI

-

Dr. H./RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

—<—{{p. 19591111 198601 1 004
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas
limpahan rahmat, taufiq dan hidayah nya, sehingga proses evaluasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kepaniteraan Mahkamah

Agung Rl telah selesai disusun.

Saat ini reformasi birokrasi merupakan kebutuhan untuk
mewujudkan good governance. Sal ah satu langkah dari Reformasi
Birokrasi adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk
memordenisasi organisasi melalui pemisahan, pengabungan, dan
penajaman tugas dan fungsi organisasi antara lain dengan analisis dan
evaluasi jabatan, analisis beban kerja vmelalui job descriptions serta

penyusunan standar operasional prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur Teknis Penyelesaian Perkara
Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan penjabaran dari Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal. 31
Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada
Mahkamah Agung RI dari Penerimaan berkas perkara sampai berkas

perkara dikirim kembali.

Untuk meningkatankan efektifikas, peningkatan pelayalanan
Kepaniteraan Mahkamah Agung setiap tahunnya melaksanakan evaluasi
penyelesaian perkara Standar Operasional Prosedur Teknis Penyelesaian
Perkara yang melibatkan Sekretariat Kepaniteraan, Paniteraan Muda
Perkara dan Panitera Muda Kamar. Dari perkara Masuk Ke Mahkamah

Agung sampai dengan dikirim kembali Kepengadilan Pengaju.

Kami menyadari bahwa SOP disusun ini masih terdapat

kekurangan dan perlu adanya penyempurnaan dan evaluasi secara



berkala, oleh karena itu dan saran dari semua pihak kami harapkan demi

penyempurnaan SOP ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua

dalam penyusunan SOP ini.

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI

(e

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19591111 198601 1 001
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MAHKAMAH AGUNG RI
Sekretariat Kepaniteraan
Jalan Medan Merdeka

Utara No.9-13 Jakarta
Pusat

Nomor SOP 1/PAN.1/0T.01.3/8/2020

Tanggal Pembuatan 7 Agustus 2020

Tanggal Revisi 7 Agustus 2020
Tanggal Efektif 7 Agustus 2020
Disahkan Oleh Panitera Mahkamah Agung RI

SOP PENERIMAAN SURAT PERKARA

DasarHukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : KMA/
018/ SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Peradilan

S-1 Hukum

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

Buku Agenda
Komputer/Laptop
Buku Ekspedisi
Lemari Besi

Rak Besi

Odner

Jaringan Internet
Printer atau Scanner
. Lembar Disposisi
10. Surat Masuk

OCENOORWN =

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka
penerimaan surat perkara menjadi
terhambat

Buku Agenda, dan Sistem Administrasi

Prosedur :

1.

ook wn

membuat disposisi surat perkara

N

Staf mengambil surat perkara ke Kantor Pos dan/atau ke Tata Usaha Biro Umum, menerima surat
perkara dari Pengadilan daerah Jakarta, Pengadilan Pajak, dan dari Ekspedisi Pengiriman
Staf memilah surat perkara berdasarkan jenis perkara

Staf mengagendakan surat perkara yang masuk ke dalam buku agenda

Staf menginput surat perkara yang masuk kedalam Aplikasi Excel

Staf membuat tanda terima pengiriman dan lembar disposisi surat perkara

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan mengkoreksi tanda terima pengiriman dan

Staf mendistribusikan surat perkara kepada Panitera Muda Perkara.




No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Sekpan

Kabag

Kasubbag | Staff

TU

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu
Penyel
esaian

Ouput

Ket

Mengambil
surat perkara
ke Kantor
Pos dan/atau
ke Tata
Usaha Biro
Umum,
menerima
surat perkara
dari
Pengadilan
daerah
Jakarta,
Pengadilan
Pajak, dan
dari
Ekspedisi.
Pengiriman

| Proses l

Memilah

surat perkara
berdasarkan
jenis perkara

Proses

Mengagenda
kan surat
perkara yang
masuk ke
dalam buku
agenda

<&
<«

Menginput
surat perkara
yang masuk
kedalam
Aplikasi
Excel

Proses

Membuat
tanda terima
pengiriman
dan lembar
disposisi
surat perkara

¥

| Proses l

Mengkoreksi
tanda terima
pengiriman
dan
membuat
disposisi
surat perkara

Proses

Mendistribusi
kan surat
perkara ke
Panitera
Muda
Perkara

Proses

\ 4

.

< SELESAI )




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 2/PAN.1/0T.01.3/8/2020

Tanggal Pembuatan 7 Agustus 2020

Indonesia.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : KMA/
018/ SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Peradilan

Sekretariat Kepaniteraan Tanggal Revisi 7 Agustus 2020
Tanggal Efektif 7 Agustus 2020
Jalan Medan Merdeka Disahkan Oleh Panitera Mahkamah Agung RI
Utara No.9-13 Jakarta .
Pusat
SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2005 tentang Kepaniteraan S-1 Hukum
Mahkamah Agung Republik

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Buku Agenda
2. Komputer/Laptop
3. Buku Ekspedisi
4. LemariBesi
5. Rak Besi
6. Odner
7. Jaringan Internet
8. Printer atau Scanner
9. Lembar Disposisi
10. Surat Masuk
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Buku Agenda, dan Sistem Administrasi Info Perkara
penerimaan berkas perkara menjadi
terhambat
Prosedur :
1. Staf mengambil berkas perkara ke Kantor Pos dan/atau ke Tata Usaha Biro Umum, menerima
berkas perkara dari Pengadilan daerah Jakarta, Pengadilan Pajak, dan dari Ekspedisi Pengiriman
2. Staf memilah berkas perkara berdasarkan jenis perkara
3. Staf mengagendakan berkas perkara yang masuk
4. Staf menginput berkas perkara yang masuk kedalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara
dan membuat tanda terima pengiriman berkas perkara
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan mengoreksi tanda terima pengiriman
berkas perkara
6.

Staf mendistribusikan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara.




No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Sekpan

Kabag

Kasubb
ag TU

Staff

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Penye

lesaia
n

Ouput

Ket

Mengambil
berkas
perkara ke
Kantor Pos
dan/atau ke
Tata Usaha
Biro Umum,
menerima
berkas
perkara dari
Pengadilan
daerah
Jakarta,
Pengadilan
Pajak, dan
dari
Ekspedisi
Pengiriman

Proses

Memilah
berkas
perkara
berdasarkan
jenis perkara

Proses

Mengagenda
kan berkas
perkara yang
masuk ke
dalam buku
agenda

Proses

Menginput
berkas
perkara yang
masuk
kedalam
Aplikasi
Sistem
Informasi:
Administrasi
Perkara dan
membuat
tanda terima
pengiriman
berkas
perkara

v

Proses

Mengkoreksi
laporan
tanda terima
pengiriman
berkas
perkara

Proses

Mendistribusi
kan berkas
perkara ke
Panitera
Muda
Perkara

Proses

SELESAI
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 03/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 Agustus 2020

Tanggal Efektif 25 Agustus 2020
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP E;‘g;:;rasi Perkara l'(asasi

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PIDANA

DasarHukum

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung  Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

Keterkaitan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara

- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatandanpendataan:

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat




| Ket

n

Pelaksana T‘ Mutu Baku
No Uraian Prosedur | [ | oper i Penela | Hakim | Persyarat T ;
i A ator | ah Tinggi an/ | j
s | ; t
Panmud %Koor?mato STAFF | Pemila | Periengka i Waktu Outpu
Pidana { b h 1 pan
| i i ‘ ‘

1 | Menerima berkas ‘ | Berkas 4 Jam| Berkas

Kasasi dari TU Sekpan i perkara, perkara
CD ‘ . ekspedisi | .

2. | Menelaah Meneliti z Berkas i 5 hari | Berkas
kelengkapan berkas | perkara | perkara
Kasasi sesuai dengan | |
checklist, termasuk | i
kelengkapan dokumen )
elektronik , |

|
| |

3 | Menetapkan status | T N "Berkas | 2 hari | Berkas
kelengkapan berkas { | ek g YA Perkara | ' Perkar
Kasasi ‘; -wa & o | | a

1 i {

T4 Memeriksa berkas T F ; «%«! Berkas | 6 hari | Berkas
Kasasi dan i g | Perkara Perkar
Memberikan é ' f a
Rekomendasi | |
{Kategori) | | I T R

5. | Mencatat dan | g i Berkas 1 hari . Konsep
memberikan nomor | ’ perkara, | relas
perkara Kasasi dalam ‘ ' ! Buku " nomor
buku register t ! register | ;

{ {
Menginput data ke ! . I
dalam aplikasi | 1 unit
P { g Personal | Databa
! I } komputer se
S ! Lo N,,..i ,,,,,,,, . VUSRNSSR oSOy S

6. | Menginput data § N Konsep/ 4 jam | Data
perkaraKasasi L Tindasan Websit
keaplikasi SIAP “ | e SIAP

! Komputer |
i v s
z . ,
7. - Menyiapkan berkas ’ | | Mesin L2 (2
| Perkara Kasasi yang r | i Fotocopy ~ hari |eksempl
| tidak  memenuhi | 5 ' ar
syarat formil ke PN [T ! Fotocop
Pengaju ! ly
- Menggandakan f 1
bundel B l !
| ‘

8. |- Membuat surat | B T Komputer, | 1 Relas
pemberitahuan i Printer hari  pemeberit
(relaas) berkas I huan
perkara omor

L]




Uraian Prosedur

" Pelaksana

|

f

|
( | Penela J[ Hakim - Persyarat
Koordinato STAFF

! Mutu Baku

Ket

Tinggi an/

Advisblad perkara
Kasasi

I
H
Waktul Output

|
|
!

-
!
]

1 hari Relas
pemeberit

ahuan
nomor

i

" 4jam Relas
emeberit

izhuan
nomor

""4jam Relas”
'pemebent

ahuan
nomor

i
|
|
|
|
i

Panmud Pemila | Perlengka |
Pidana h pan /
Membuat  surat | I
pengantar |
pengembalian | S
berkas Perkara 2
Kasasi yang tidak |
memenuhi  syarat
formil ke PN Pengaju
Mengkoreksi  dan - T i TDraft
membubuhi paraf | Relas
surat pemberitahuan Ya ] pemeberit
(relaas) dan / Tidak ahuan
pengembalian Berkas f nomor
Perkara Kasasi yang |
tidak memenuhi syarat
formil
Menandatangani surat | " Relas
pemberitahuan (relaas) pemeberita
dan  pengembalian b huan
Berkas Perkara Kasasi i inomor
yang *, §
tidakmemenuhisyaratf % |
ormil |
- Mengirm  surat | T “MMRSTSS o
pemberitahuan | v pemeberita
(relaas) ke huan
Pengaditan ' nomor
pengajudan  Para |
Pihak i
- Mengirim  surat i
pengembalian dan s
Berkas Perkara ; %
Kasasi ke i ;
pengadilan pengaju i
| Mencetak  Advisblad | | T I " Komputer,
perkara Kasasi yang Printer
sudah diregister i
‘Mengkoreksi  dan T | Advisblad
membubuhi paraf YA | Tidak

"4 Jam' Advisbl

ad

i | Advisbl
L ad

R

S S,




! I Pelaksana ] { S '\'A;;;;;;QWWW | Ket
| R ;
No Uraian Prosedur ‘ | oper | Penela | Hakim | Persyarat |
; i ator ah Tinggi +  an/ i
inato | i ot tput
Panmud Koorc:matu; STAFF ; I Pemila | Perlengka ‘ Waktu Outpu
Pidana % | ‘ h pan
— i i A L e P
14. | Menandatangani 1‘ | | Advisblad 4 jam  Advisbl
advisblad yang sudah | ! ad !
dikoreksi dan diparaf | I i
! H - ? i NN, S, !
15. | Menyiapkan i El | | Komputer, 14 Jam | Memor
Memorandum ke Ketua | ‘3, Printer | andum
MA untuk Penetapan 4 2 !
Majelis: ] —t i | ;
| ; ! |
! |
| A n | I T
16. | Mengkoreksi dn | 1 ' Memorandu 1 hari | Memor |
membubuhi paraf | 5 { ;5 i m | andum
Memorandum ke Ketua L ? |
MA untuk Penetapan A | Tidak i |
Majelis yang , |
memeriksa berkas st ,
Kasasi | ' % |
g z | _ ?
I . i ] j i N
7. Menandatangani T | Memorandu 4 jam : Memor

Memorandum ke Ketua |
MA untuk Penetapan
| Majelis

i Kasasi

{

3 ,
| memeriksa berkas | ‘z

|

! l !

yang

| |
5@’
[ ,
& §

|

. b 0 e A 0 AR e o s re b s s oo A -

m andum

Nooahwdha

10.

11.

12.

Prosedur / Deskripsi :

Menerimaberkas Kasasi dari Direktorat Pranata

meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik

Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi

Memeriksa berkas Kasasi dan Memberikan Rekomendasi (Kategori)

Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register

Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP

- Menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

- Menggandakan bundel B

- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara

- Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN
Pengaju

Mengkoreksidanmembubuhiparafsurat pemberitahuan {relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi

yang tidakmemenuhisyaratformil :

Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang

tidakmemenuhisyaratformil

- Mengirim surat pemberitahuan (relaas)kePengadilan pengajudan Para Pihak

- Mengirimsurat pengembalian danBerkas Perkara Kasasi kepengadilan pengaju

Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister




13.
14.
15.
16.

17.

MengkoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara Kasasi

Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
MengkoreksidanmembubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa
berkas Kasasi

Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas Kasasi
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Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13

04/PAN/OT.01.3/8/2020

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan | 25 Agustus 2020
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 25 Agustus 2020

Disahkan oleh

Sekretaris Kepaniteraan

Nama SOP

Registrasi Perkara KasasiYang
Tidak Memenuhi Syarat Formil

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Dasar Hukum °

Kualifikasi Pelaksanaan

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Kepaniteraan ~ Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tentang jangka
waktu penanganan perkara pada Mahkamah
Agung RI

1 Hukum

-1 Komputer
-2 Hukum
3

ENENES

S
.8
S
S

Peralatan/Perlengkapan :

BerkasPerkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list
Buku register
Sistem informasi
- Buku bantu

Keterkaitan :
1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan
Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan
Pidana Umum
Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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T i R o T x ‘ T T Ket
{ Pelaksana i Mutu Baku o
! g ST - i » * S - —— v - A «......-.«4”%
No i Uraian Prosedur ; j Persyarat i{ !
| Panmud ! i PN an/ ,
Koord | Staff | ; | Waktu  Output
; Umum Pidana | é Penelaah ' Pengaju Per|engk % .
| { i apan |
] E Menerima berkas | h I T T Berkas ~ |1Jam ”}'Léé'rk'aé‘
! perkara yang tidak i , perkara, % perkara
1. i memenuhi syarat 5 1 I
. formil | |
" Pembuatan laporan 1 fwléé‘?ké.é' 1Jam | Berkas
pengembalian berkas & . perkara i perkara &
! 2. yang tidak memenuhi i | , Laporan
i syarat formil ke PN i i ; ;
| pengau * | g . S
i . Menerima laporan Berkas 1 | Berkas
. berkas yg tidak : ; | perkara & | Hari f perkara &
3. ! ?xemlenuthi kszgrat » e | Laporan Laporan
| formil untuk di :
| disposisi ke ,
_| koordinator e i - S
i Membuat surat Berkas 1 Berkas
i pengantar i . perkara & | Hari | perkara &
3. | gerg;ﬁmpbaliar_s berkas tidak Laporan | Surat
| ke engaju 1 |
] ;} Mengkoreksi dan l T ya [ Berkas | 1Jam | Berkas
1 membubuhi paraf | perkara & perkara &
! 4. | pada surat pengantar W _— ! " Surat Surat |
‘ pengembalian berkas ,
.. kePNPengaju S EEU S S ! . N ]
Memberikan tanda ; Berkas 1 Jam | Berkas i
tangan pada surat | perkara & perkara & |
5. . pengantar - Surat Surat
pengembalian berkas | i
PN Pengaju S R | ‘ | |
. Mengirimkan surat ! ; § Berkas 1 Berkas
pengantar dan : | perkara& = Hari | pérkara &
6. Berkag Perkara ke PN | '; ‘T “*“‘-“-"L_ % Surat | Surat
Pengaju ! ! | E
Prosedur / Deskripsi :

1. Penelaah menerima berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil dari TU Sekpan

2. Penelaah Membuat laporan berkas perkara yg tidak memenuhi syarat formil untuk diserahkan ke
Panitera Muda Pidana Umum untuk di disposisi.

3. Panitera Muda Pidana Umum menerima laporan berkas yang tidak memenuhi syarat formil untuk di
disposisi ke koordinator untuk di cek berkas kembali dan perintah dikirim ke pn pengaju.

4. Koordinator memerintahkan kepada Staf agar membuatkan surat pengantar pengembalian berkas
dan menyiapkan berkas yang akan dikirim ke PN pengaju.

5. Koordinator Mengkoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar pengembalian berkas ke PN
Pengaju

6. Panitera Muda Memberikan tanda tangan pada surat pengantar pengembalian berkas ke PN Pengaju

7. Staf mengirimkan surat pengantar dan berkas perkara tersebut ke PN Pengaju.
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MAHKAMAH AGUNG RI
Kepaniteraan Maghkamah Agung RI

Jin. Medan Merdeka Utara 9-13
Jakarta 10010

Nomor SOP 01/PAN/0OT.01/10/2022 I
Tanggal Pembuatar3 Oktober 2022 |
Tanggal Revisi 3 Oktober 2022

Tanggal Efektif 3 Oktober 2022

Disahkan oleh Panitera

Nama SOP

SOP PENELAAHAN BERKAS KASASI

PERKARA PIDANA UMUM

SOP PENELAAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelak

1. Keputusan Ketua MA-RI No:214/KMA/SK/XI1/2014

Jangka waktu penanganan perkara pada MA-RI

2. Keputusan Sekretaris MA-RI No:MA/SEK/07/SK/I11/2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MA-RI

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Memahami proses penanganan perkara kasasi pidum

Keterkaitan

. |Peralatan / Perlengkapan

SOP Penelaahan berkas Kasasi Perkara Pidana Umum

Komputer,Printer, ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendapatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka akan
menghambat proses penanganan perkara tersebut.

Pelal Mutu Baku
Admin Persyarata
No Aktivitas o o Hakim Tinggi| Bagian n/ Y Waktu| Output Keterangan
n Pemilah Register Perlengkap
berkas I
Menerima berkas ( ) erkara
1 |perkara Pidana Khusus : sasi 1 hari |berkas
dari TU Panmud Pidum asasiyang
lengkap
Memilah jenis perkara, berkas berkas
* fmempuattempor | —] A LR
disposisi ke penelaah lengkap disposisi
- v
:/:Igm::ksa . | Tidak ,<\ Ya ber:as
engkapan forma perkara .
3
berkas perkara dan / kasasi yang 3 hari [berkas
dokumen elektronik lengkap
Meminta kekurangkan
berkas
kelengkapan berkas ‘
4 |sesuai catatan per a.ra 1 hari |berkas
Ij kasasi yang
penelaah ke lengka
PN.Pengaju nekap
Memilah berkas sesuai Tidak Ya b:::a:
5 |Klasifikasi tindak —>© P a‘ a 1 hari |berkas
. kasasi yang
pidana
lengkap "
berkas
Mengirimkan berk:
. gnl'lm an. erkas perka.ra 1hari |berkas
ke bagian register > kasasi yang
lengkap
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Nomor SOP 02/PAN/OT.01/10/2022

MAHKAMAH AGUNG RI Tanggal Pembuatan 3 Oktober 2022
. Tanggal Revisi 3 Oktober 2022
Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl -
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Tanggal Efektif 3 Oktober 2022
Jakarta 10010 Disahkan oleh Panitera Mahkamah Agung
Nama SOP Pemilahan Berkas Perkara

Pidana Umum

SOP PEMILAHAN BERKAS PERKARA PIDANA UMUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang || 1. Hakim Tinggi
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ||
Kekuasaan Kehakiman Peralatan/Perlengkapan :
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia. - Berkas Perkara

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik || -~ Komputer _
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang || - Adenda manual/elektronik
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan ||~ Lembar Usulan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. - Buku Ekspedisi

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 || - ATK
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31

desember 2014 tentang jangka Waktu Pencatatan dan pendataan:
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- Buku ekspedisi
- Buku agenda manual/elektronik

Keterkaitan :

1. SOP Hakim Pemilahan Berkas Perkara

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar
maka berakibat pada terhambatnya penyelesaian
perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan
masyarakat.
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. . Panitera
No Uraian Prosedur Hakim .
Tingei Bagian Muda Persyaratan/ Waktu Output
inggi .
p ,glg h Admin Mahkamah Perlengkapan P
cmila Penelaah Agung
Menerima Surat penetapan | hari Agenda
Penetapan Penunjukan Hakim pemilahan
Penunjukan Hakim D g‘:r}:;:ll): li"::‘:;ang berkas
Pemilah Perkara Berkas Kasasi LT dan Tahanan & PK akan dipi]ah agenda
pemilahan
Melakukan Surat penetapan 2 hari Hasil
pemilahan perkara Penunjukan Hakim pemilahan
Pemilah Perkara, perkara
Berkas perkara
Membuat lembar Surat penetapan 2 hari Lembar
usulan pemilahan v Penunjukan Pemilah usulan
dan upload data di Tidak Perkara, Berkas perkara pemilahan
direktori. dan 3 amplop terbuka
/ atau tertutup
Berkas perkara dan Berkas perkara dan 1 hari Dikirim
usulan diserahkan 4 amplop terbuka Kembali ke
ke Bagian Admin ©<- PN pengaju
Penelaah (TM S)
Berkas perkara dan Berkas perkara dan 3 | hari Lanjut Ke
usulan diserahkan amplop tertertutup bagian
ke Bagian Register >© Register

Prosedur / Deskripsi :

1.

Hakim Tinggi pemilah menerima penetapan penunjukan pemilah perkara dari Panmud Pidana Umum beserta
berkas perkara dan e-doc perkara Kasasi (Tahanan dan Luar Tahanan) & PK

Hakim Tinggi Pemilah melakukan pemilahan perkara ke dalam Kategori 1, Kategori II, Kategori III, dan
Kategori IV, untuk perkara yang terdakwa ditahan pemilah dilakukan maksimal 5 hari kerja dan perkara yang
terdakwanya tidak ditahan selama 7 hari kerja

Hakim Tinggi pemilah melakukan pemilahan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III, dan
Kategori 1V jika tidak memenuhi syarat formal akan di kembalikan ke PN pengaju dan membuat lembar
usulan pemilahan hardcopy yang dimasukkan ke dalam amplop terbuka dibuat rangkap 3 didalamnya.

Hakim Tinggi pemilah membuat lembar usulan pemilahan secara elektronik di direktori dalam bentuk QR
Code dan hardcopy yang dimasukkan ke dalam 1 amplop tertutup dan dibuat rangkap 3 didalamnya,

Berkas perkara dan usulan pemilahan diserahkan ke bagian admin perkara untuk selanjutnya di input/di catat
dan di lakukan pelimpahan ke bagian registrasi perkara Pidana Umum paling lama 7 hari kerja

Hakim Tinggi Pemilah membuat laporan pemilah perkara setiap bulan dan dilaporkan kepada Panitera
Mahkamah Agung.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 02/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Penanganan Perkara
Kasasi Pidana

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/II/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XIl/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK ' KMA No 214/KMA/SK/XIl/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. $-2 Hukum

3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

Peralatan/Perlengkapan

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi

- SOP Panmud Kamar

Peringatan

- Registrasi / berkas perkara

- Aplikasi SIAP

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .




T ; ~ Pelaksana Mutu Baku Ket.
) 1 | Kasubbag | 1 Ketua  Panitera | | [
No | Uraian Prosedur = o oo i TU ‘ Kamar ~ Muda Persyaratan/ Waktu% Output
Mudaxx | Pimpinan | KMA Kamar | Perlengkapan | i
| A ‘ ¥
| {
1 | Mengirim ¥ | B Memorandum | 4 jam ; Memor
Memo CDMWM | andum
Distribusi ke ;
Ketua MA i g
¢ untuk |
| Penetapan : ’ ;
i Kamar yang ! |
¢ Mengadili : ; !
. Perkara . | | . | R N
2 Mengagendakan ¥ f Memorandum 2 | Memor
dan Mengajukan | Jam | andum
Memo ! i i
Penetapan | |
[ Kamar_ | | g L | I N L —
3 | Menunjuk Kamar r Surat 4 ' Surat
. Penanganan v Penetapan ' Jam | Peneta
i . Perkara | penunjukan gzgunj
| Hakim ukan
P S - i i ] . I ;Hakim,_,é ,,,,,, e
4 Menginput data , | | Lembaran 3 hari | Lembar
penunjukan | advisblad dan an !
Kamar ke SIAP | memorandum | ~ advisbl |
dan Mengirim | ! distribusi ; ad dan
Disposisi . . j | memor
, ﬂ | | andum
% @ % | ; i distribu
. R — - - ,_wim. S, N R - g iy TR _,S,L NI S
5 | Menerima ‘ i é Surat (4 Lembar
Disposisi ¢ Penunjukan  + Jam an
penunjukan Majelis Hakim | advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
4 Hakim ; _— -
6 Penunjukan 'r I . 4 Lembal’an i 4
Panitera ‘ " ; Penetapan Jam
Pengganti 1 | L %
7 | Menerima i | 4 ;
Penunjukan i | 3 Jam |
Majelis Hakim ; i
dan Panitera ! f | { !
Pengganti ; Lo i i N
Prosedur / Deskripsi :
1. Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
2. Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar
3. Menunjuk Kamar Penanganan Perkara
4. Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
6. Penunjukan Panitera Pengganti
7. Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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AR A Y MAHKAMAH AGUNG RI

£Y %
§ . Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
§ i JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
v‘;vg 7 H Jakarta 10010

Ny

Nomor SOP 03/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Kasasi Pidana

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASAS! PIDANA

Dasar Hukum -

Kualifikasi Pelaksanaan -

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XIl/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. 8-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

Peralatan/Perlengkapan

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat
(disesuaikan)
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Uraian Prosedur

' Panitera

S
H

I Pelaksana

!
Staf |
Muda Ketua

Menerima
penetapan Majelis
- Hakim

Melengkapi
berkas dengan
Adviesblad,
Penetapan
Majelis Hakim
Menulis identitas

perkara di
sampul berkas

Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim

Menerima berkas
perkara

2

=

4

dalam buku register
| dan SIAP

!
|
!v«..—«wm

§
|

eng-update data

| S—

(G

SEDSRSN SEE—

Prosedur / Deskri
1.
2.

Majelis

Panitera
Pengganti

]
|
!
)
i
I
i
i

e B et oot somn s ot

Mutu Baku

| Buku
i Ekspedisi

" Form

Adviesblad,
Map Berkas,
| Buku Bantu,
| Buku
Register,
Aplikasi SIAP

“Berkas Bundel
| A dan Bundel

| B{asli)dan 2
rangkap
Bundel B

(copy)

” ‘Lembaran

E advisblad

|

Persyaratan/ |

| Waktu

Perlengkapan :

2 Jam

12 Hari

1hari

' 2Jam

Menerima penetapan Majelis Hakim
- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
Menulis identitas perkara di sampul berkas

- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim
Menyerahkan berkas perkara

Meng-update data dalam buku register dan SIAP

Qutput

Tanda
Terima
Berkas

dan
Bundel B

|

I Berkas
! Bundel A

| dan

5 Bundel B
i

| Ter-
update
nya
tanggal

| distribusi

i
t

Bundel A

S Ket. |

H
t

»._IL—.. - v
i |
1
|
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Nomor SOP 04PAN/OT.01.3/8/2017

MAHKAMAH AGUNG RI TanggalPembuatan 01 Juli 2014

Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl

TanggalRevisi 25 September 2017

JL..Medan Merdeka Utara Nomor 8 - 13 TanggalEfektif 02 Oktober 2017

Jakarta 10010

Disahkanoleh Panitera

Pengiriman Berkas

Nama SOP Perkara dan Salinan

Putusan Kasasi

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI

DasarHukum :

1. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiubahdengantnd
ang-UndangNomor 5 Tahun 2004

danPerubahankeduadenganUndang-UndangNomor 3 Tahun
2009

2. Undang-UndangNomor 48Tahun
2009tentangKekuasaanKehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : KMA/ 018/ SK/II1/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014
tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31 desember 2014
tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah
Agung RI

KualifikasiPelaksanaan

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan

- BerkasPerkara

- Komputer

- Jaringan Internet
- ATK

Keterkaitan

Pencatatandanpendataan:

1. SOP Panmud Kamar

Peringatan

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Jika SOPinitidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya
tingkat kepercayaan masyarakat .

19




UraianProsedur

Menerima dan
memeriksa
kelengkapan salinan
putusan dan berkas
perkara

Mengoreksi dan
mencocokkan salinan
putusan dengan asli
putusan

Melakukan validasi
{pembubuhan
stempel) salinan
putusan

Melakukan

an Paraf) salinan
Jputusan

pengantarpengiriman

berkas / relaas

pemberitahuan

putusan ke Pengadilan
Pengaju

Mengoreksi dan
membubuhi paraf pada
surat pengantar / relas
pemberitahuan
putusan

Otentifikasi(Pembubuh |

Membuat konsep surat

Koordinator

.

Pelaksana
Panitera
Muda Staf | FF
Perkara I
é
]
H
> Tidak |
e

Ya

Tidak

- S

h 4

Ya

Menandatangani
salinan putusan dan
surat pengantar / relas
pemberitahuan
putusan

Menggandakan
salinan putusan

Menjilid Salinan
Putusan

Memberikan identitas
pada sampul Salinan
{ Putusan

v

| Persyaratan/

Perlengkapan

e Berkas

Perkara
Bunde! A
dan Bundel
B

Salinan
Putusan

Asli Putusan

‘Berkas
Perkara
Bundel A
dan Bundel
B
Salinan
Putusan
Asli Putusan
Lembar
Quality
Control

Salinan
Putusan

Salinan
Putusan

| Draft Surat |

Pengantar /
Relaas
Pemberitahua
n

" Draft Surat
Pengantar /

| Relaas
i Pemberitahua

n

Draft Surat

Pengantar /

Relaas

Pemberitahua

n

- ATK

- Check list

- Salinan
Putusan

- Berkas
Perkara

Mutu Baku

1 hari

i
Waktu = Output

"4Jam | Putusa
n dan

Berkas

¢ Perkara

l
i’

1 Salinan |
Putusa
n

"2 hari

Salinan
Resmi
Putusa
n
Salinan
Resmi
Putusa
n

Draft
Surat
Pengan
tar

1 hari

1hari

1 hari

' Draft

{ Surat
Pengan
tar

"Mhari

Surat
Pengan
tar |

Salinan
Putusa
n

3 hari

¢
!

Tanda
Terima
Pos,

3
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— . ; , s
Melakukan Check [ : \?vatz ;
List kelengkapan | ebsi

Bundel A ‘ e SIAP,

Memasukan Salinan Arsip
Putusan dan Bundel L\
A ke dalam amplop |

Menuliskan alamat
penerima pada
amplop

Menulis Buku
Ekspedisi 1o S R S
Mengarsipkan Asli - ATK i 2 hari | )F( (SDRM
Putusan dan Bunde! Chgck list ;

B Berkas Perkara 4 I§a|t|nan :

iri utusan
Mengirim Bundel A | |

dan Salinan Putusan | (: - Berkas
ke Pengadilan ! . Perkara
Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara

2. Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan

3. Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan

4. Melakukan otentifikasi (pembubuhan Paraf) salinan putusan
5. Membuat konsep surat pengantarpengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
6.

7.
8.

Pengaju

Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan

- Menggandakan satinan putusan

- Menjilid Salinan Putusan

- Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan

- Melakukan Check List kelengkapan Bundel A

- emasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop
- Menuliskan alamat penerima pada amplop

- Menulis Bukuekspedisi

9. - Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung R
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 8 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 2/PAN.1/07.01.3/8/2021
TanggalPembuatan 20 Agustus 2017
TanggalRevisi 4 Agustus 2021
TanggalEfektif 4 Agustus 2021
Disahkanoleh Panitera

Registrasi Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana Umum

Nama SOP

SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALIPIDANA UMUM

DasarHukum :

e
" KualifikasiPelaksanaan

t. Undang-UndangNomor 14  Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiuba
hdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

. Undang-UndangNomor

2009tentangKekuasaanKehakiman

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

tentang  Kepaniteraan Mahkamah  Agung

Republikindonesia.

48Tahun

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- 8K KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang
Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung RI

Hukum
Komputer
Hukum

R NN
R - -

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara

- Komputer

- Jaringan Internet
Buku register
ATK

[ Pencatatandanpendataan:
! - Check list

Sistem informasi

Keterkaitan :

Buku register
- Buku bantu

1. SOP Penelahaan berkas

2. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan
Majelis Penanganan Perkara Peninjauan
Kembali Pidana Umum

Peringatan :

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat
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Pelaksana | [ MutuBaku Ket.
{ . b " - w_,.! - = SRR f SRPUOI=C W, * * ? s a T SR i SO S
No | UraianProsedur Panmud iKt(’org’}'(’% oTAF| OPer | Penela %T‘-:::";;, Persyaratan/ | . | Output
§ Pidsus }a g;n ator ah | emilg':l h Perlengkapan
A Grasi | S
1 g MenerimaberkasPeninjau f | | Berkas '1Jam | Berkas
| an KembalidariTU | | perkara, ‘ perkara
| Sekpan C.-} i | ekspedisi !
S | S . S B ST SR Tipikor, & e S SR -
2. | Menelaah berkas ! I Per'::r" d‘:ngan Berkas 4 Jam | Berkas |
¢ Peninjauan Kembali NonTipkkor Anak perkara | perkara %
: sesuai dengan checklist, s 1 | .
' termasuk kelengkapan ! |
|| dolumen elektonk | S S IS R I S
g' 3. | Memeriksa berkas PK | | , Berkas 5 Hari : Berkas
i Tipikor dan Memberikan | ! L ‘ | perkara ’ ' perkara
Rekomendasi (Kategori) | ~ L ‘-
| SRSUNSIESS RS e, {. N S SUNUN: AU S S N SESIE RS,
Mencatat dan memberikan;r i e Berkas | 4 Jam | Konsep/ i
&omgr ?e;rk?ra l;e:injauan 3 | perkara, Buku | tindasan |
embail Galam buku i - register | v
i registeruntukKategori 2-4 i 9 i |
g dan mengembalikan ‘ i | !
[ Derkas PKuntuk Kategori{ = | I D S | I I
i 5. | Menginput data perkara | i v Konsep / 4Jam | Data
Peninjauan Kembali | Tindasan, Website
keaplikasi SIAP ! ‘Komputer, SIAP
; {Jaringan Internet, g
S, S ’ —— i ARSI, SN’ i b L.
6. |- Menyiapkan berkas I i Mesin . B1 2
Perkara Peninjauan | ; | Fotocopy, | harieksemplar
Kembali yang tidak | : ' berkas ! ‘Fotocopy,
memenuhi syarat formil | N | berkas
ke PN Pengaiju ‘ |
- Menggandakan bundel ;
. B
7. Membuat surat T f T | Komputer, | 3Jam Draft o
pemberitahuan (relaas) | Printer relaas,
berkas perkara suratpenga
- Membuat surat i s ntarpenge |
pengantar mbalianber
pengembalian berkas 1 ‘kas
Perkara Peninjauan A ‘ |
Kembali yang tidak |
memenuhi syarat formil i
ke PN Pengaju !
| 8. | Mengkoreksidanmembu | o 1 f Draft relaas, | 2jam |Draft
- buhiparafsurat I | suratpenganta ;relaas,
pemberitahuan (relaas) Tidak rpengembalian \suratpenga
dan sura; p;gnggnt:r berkas ! intarpenge ;
‘ pengembalian Berkas ! imbalianber
| Perkara Peninjauan i |kas
’ Kembaliyang tidak ‘ YA | i ! i
’ memenuhi syarat formil | ;
; H
b S — Ao | {
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9.

% tidak memenuhi syarat
. formil sertasudah diparaf

SN UPUSU T

Srimnrin s ot ins e uniiioss

e e

' Menandatangani surat
| pemberitahuan (relaas)

dan

| suratpengantarpengemb
alian Berkas Perkara
Peninjauan Kembaliyang

Mengirim surat
pemberitahuan
(relaas)kePengadilan
pengaju dan para pihak
Mengirim
suratpengantarpengemb
alian danBerkas Perkara
Peninjauan
Kembaliyang tidak
memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju

Mencetak Advisblad
perkara Peninjauan

Kembali yang sudah
diregister

Mengkoreksidanmembub
uhiparafAdvisblad

perkara
PeninjauanKembali

Menandatangani
advisblad yang sudah
dikoreksi dan diparaf

Menyiapkan o
Memaorandum ke Ketua
MA untuk Penetapan
Majelis

i
!
i

Mengkoreksidanmembubu

hiparatfMemorandum ke

Ketua MA untuk

. PenetapanMajelis yang

' memeriksa berkas
PeninjauanKembali

3
EH

3
»
3
Q
8
3
Q@
]
=.

Memorandum ke Ketua
MA untuk
PenetapanMajelis yang
memeriksa berkas

i PeninjauanKembali

L §

- 2

R

v

Tidak

| Komputer,

| Draft relaas, | 2 Jam |Relaas, |

i suratpenganta
! rpengembalian
i berkas

'Relaas,
suratpengantar
pengembalianb
erkas, berkas

Printer

!
+
i

Advisblad

" Advisblad

1 2Jam  Advisbla

suratpengaz
I |ntarpenge |

mbalianber!
E kas
|
|
i
|
!

|

'Buktipengir
i imanrelaas
‘danpenge
mbalianber
kas

Advisbla
id

d

| |

i

' 2Jam | Advisbla |

d

isuratpenetapanpé 1'Hari Buktipengir,

irpanjanganpenah [imanpenet |

lanan, ' 'apanpenah,

isuratpengantar, anan, ‘

Memorandum, bukuekped!

Komputer, Printer. isi,

? g ‘Memorand
um

Memorandum

Memorandum

2Jam | Memora
ndum

"2 Jam | Memora
i | ndum
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Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

3.

o

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Panmud Pidana umum menerima berkas Peninjauan Kembali dari TU Sekpan

Penelaah Pidana umum meneliti kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sesuai dengan checklist, termasuk
kelengkapan dokumen elektronik

Hakim Tinggi Pemilah memeriksa berkas Peninjauan Kembali Tipikor dan memberikan rekomendasi (Kategori)
Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Peninjauan Kembali dalam buku register untuk Kategori 2-4 dan
mengembalikan berkas PK untuk Kategori 1

Operator menginput data perkara Peninjauan Kembali ke aplikasi SIAP

Staf menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan
Menggandakan bundel B sebanyak 2 examplar

Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian
berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

Koordinator Peninjauan  Kembalimengkoreksidanmembubuhiparafsurat  pemberitahuan  (relaas) dan
suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil

Panmud Pidana umum menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan suratpengantarpengembalian Berkas
Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil sertasudah diparaf

Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas)kePengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim
suratpengantarpengembalian danBerkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju

Operator mencetak Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister

Koordinator Peninjauan KembalimengkoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara PeninjauanKembali
Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis

Koordinator Peninjauan KembalimengkoreksidanmembubuhiparafMemorandum ke Ketua MA  untuk
PenetapanMajelis yang memeriksa berkas PeninjauanKembali

Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas
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LSRN MAHKAMAH AGUNG RI
;{ :é? AN %t
- 4@ % i | Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
% e }' h JL. Medan Merdeka Utara Nomer 9 - 13
AN N Jakarta 10010

Nomor SOP 06/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014
Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera
Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Nama SOP Penanganan Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PIDANA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/H11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

|

Jl Kualifikasi Pelaksanaan

1. 8-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

|

LPeralatan/Perlengkapan :
1

- Buku Register

- Buku Bantu
Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

| - Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan .

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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t T Pelaksana o i Mutu Baku Ket.
H i i
Lo | Kasubbeg | Ketua | Panitera | |
| No | Uraian Prosedur | Panitera LoTU | Kamar { Muda ; Persyaratan/ ! Waktu | Outout
i | Muda | Pimpinan | KMA | | Kamar | Perlengkapan | akiu P
| Pidana | A | g
{ | |
1 Mengirim Memo ’ ‘ - | Memorandum §4jam Memor
| Distribusi ke i V— ! andum
! Ketua MA untuk ¥
Penetapan |
Kamar yang | i
Mengadili *
: Perkara Sk i - o - "N . I — - - A - ¥ o s
2 " Mengagendakan ' ! ! 1 Memorandum | 2 Jam | Memor
dan Mengajukan - ; andum
Memo Penetapan i i ‘
. Kamar B AN S I S S N N | .
3 Menunjuk Kamar j Surat 4 Jam ' Surat
Penanganan i Penetapan Peneta
Perkara penunjukan Pz:“un,
| Hakim Skan )
W4ww;nen§|nput data i | | ' Lembaran 3hari = Lembar
penunjukan i | i advisblad dan an
Kamarke SIAP | ! memorandum advisbl |
. danMengiim EL-| | distribusi ad dan ( %
Disposisi i ) ; | |
; : ; ;, ; andum i
‘ ( ! | distribu |
— J . ‘ | : ‘ st |
5 Menerima ! A Surat 4 Jam | Lembar |
| Disposisi | | Penunjukan an |
| penunjukan | | Majelis Hakim advisbl |
. Kamar dan ; i ad
- Menunjuk Majelis i | v
, Hekim SRS U R SN S S
6 " Penunjukan | g - Lembaran [ 4 Jam ;
 Panitera Penetapan i
. Pengganti ;
: N A SR SRS ST
7 . Menerima . | ! ; 4 Jam
Penunjukan C:b | : !
Majelis Hakim ! g |
- dan Panitera | i | |
. Pengganti A L i e d e

Prosedur / Deskripsi :

1. Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
2. Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar

3. Menunjuk Kamar Penanganan Perkara

4. Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi

5. Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
6. Penunjukan Panitera Pengganti
7. Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 07/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014
Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera
Distribusi Berkas Perkara
Nama SOP Peninjauan Kembali
Pidana

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/11I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. §8-1 Komputer
4. S-2 Komputer

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat
(disesuaikan)
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Pelaksana ~ MutuBaku
Uraian Prosedur ENNT . CE—— ) N - ; oAl o
. Panitera Staf E Ketua Pamtera‘ | Persyaratan/ Waktu Output
Muda | Majelis Pengganti | Perlengkapan
o SN | S S, SRR S | e
; Buku 2 Jam Tanda
Menerima ‘ | . ,
penetapan Majelis ;( ) f Ekspedisi ' Terima
Hakim % ; |
i - I W.M..,W.NWN,HLFWW T
. i ! : Form ari
* Melengkapi 5 | | Adviesblad
berkas dengan | | | Map Berk '
Adviesblad, ; ap berkas,
Penetapan i | Buku Bantu, ;
Majelis Hakim gukl}t
L . egister,
) ,;;A;a:?: ::ﬂem'tas it ! Aplikasi SIAP
sampul berkas
» Memilah berkas |
sesuai Majelis |
Hakim L V. - | R SR
{ Berkas Bundel | 1 hari Berkas
Menyerahkan
berkgs perkara " A dan Bundel Bundel A |
B (asli)dan 2 dan
rangkap Bundel B
. Bunde! B
(copy)
) H | SEFEI AT S T
| ! Ter-
Meng-update data § | Lembaran 2 Jam
- dalam buku register C:Dﬁ“ | - advisblad update
. dan SIAP nya
! § % tanggal
i , j g distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1. Menerima penetapan Majelis Hakim
- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim

2.
- Menulis identitas perkara di sampul berkas
- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim

3. Menyerahkan berkas perkara

4.

Meng-update data dalam buku register dan SIAP

Ket.

T W SU——
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Nomor SOP 08/PAN/OT.01.3/10/2017

MAHKAMAH AGUNG RI TanggalPembuatan 01 Juli 2014
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI TanggalRevisi 25 September 2017
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 TanggalEfektif 02 Oktober 2017

Jakarta 10010
Disahkanoleh Panitera

Pengiriman Berkas Perkara

Nama SOP dan Salinan Putusan

Peninjauan Kembali

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI

DasarHukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mah<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>